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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998 yang ditandai dengan adanya 

gerakan massa dengan tuntutan agar terjadinya reformasi dalam sistem demokrasi, 

Indonesia tidak lagi berada pada kerangkeng otoritarianisme penguasa. Hak dan 

kebebasan masyarakat sipil menyatakan pendapat di muka umum kini terbuka 

lebar. Reformasi membalikan sistem otoritarianisme Orde Baru dengan 

memberikan jaminan kebebasan bagi setiap masyatakat sipil. Orde Baru dengan 

otoritarianismenya tumbang dan kemudian lahirlah era reformasi dengan jaminan 

kebebasan bagi masyarakat sipil. Era reformasi menegakkan demokrasi di 

Indonesia sebagai bentuk koreksi terhadap praktik politik pada masa demokrasi 

terpimpin yang menonjolkan sistem presidensial. Berakhirnya Orde Baru menjadi 

musim baru bagi Indonesia untuk menata kembali sistem pemerintahan demokrasi 

ke arah yang lebih baik.  

Sejak Orde Baru bergulir, bangsa Indonesia mulai memasuki fase yang 

baru. Era ini ditandai dengan proses demokratisasi yang berlangsung cepat dan 

dinamis, masyarakat sipil mengambil bagian secara penuh dalam mengontrol 

jalannya pemerintahan. Pengontrolan yang dimaksud supaya adanya 

keseimbangan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dan serentak agar 

tercapainya integrasi masyarakat sipil dengan pemerintah. Masyarakat sipil tidak 

lagi menjadi subjek pasif dalam urusan politik tetapi secara proaktif dalam 

menentukan masa depan bangsa dan negara. 

Era reformasi lahir dengan tujuan memperbaiki tatanan hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih demokratis. Nilai-
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nilai demokrasi harus mengakar dalam kehidupan berbangsa. Jika selama Orde 

Baru nilai-nilai demokrasi mengalami penjarahan, maka reformasi membuka 

kedok kebungkaman itu. Era reformasi menjadi arah yang membalikan sistem 

demokrasi sentralistik dan otoriter pemeritahan Orde Baru.  

Bangkitnya kesadaran masyarakat sipil akan jaminan kebebasan menjadi 

standar dasar terjadinya reformasi. Kritik masyarakat sipil terhadap struktur 

ketidakadilan dalam demokrasi bukan berarti suatu upaya anti demokrasi tetapi 

merupakan aktualisasi kedaulatan rakyat. Kritik atau protes yang dilakukan oleh 

masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro kepentingan 

bersama tidak bisa dipahami secara rancu, bahwa demokrasi tidak baik, melainkan 

hal ini terjadi karena ada struktur dalam sistem demokrasi yang tidak sesuai 

dengan standar hukum yang berlaku. 

Pengontrolan dan pengawasan kekuasaan yang dilakukan oleh masyrakat 

terhadap pemerintah merupakan usaha menjaga demokrasi. Demokrasi tidak 

boleh jatuh ke tangan pemimipin yang tidak berorientasi pada keadilan. 

Demokrasi dan fungsi pemerintah ialah menjamin kebaikan, keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat umum.  Baik itu adil secara politik, ekonomi, dan 

budaya. Selain itu, jaminan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka 

umum menjadi standar hukum yang mesti digunakan secara baik dan benar oleh 

masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap segala kebijakan 

pemerintah yang tidak pro kepentingan umum. Salah satu bentuk fungis kontrol 

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap segala kebijakan pemerintah ialah aksi 

demonstrasi.  

Tujuan utama demonstrasi ialah perubahan yang lebih adil. Dengan 

demonstrasi masyarakat dengan kesadaran politik yang sama berusaha untuk 

melempar jauh dan mengutuk situasi bobrok dan busuk pada masa kini dan 

serentak pada saat yang sama mendambakan masa depan yang gemilang. Hal ini 

memperlihatkan bahwa demonstrasi lahir atas dasar solidaritas sosial dan politik 

yang tinggi.  

Namun, aksi demonstrasi sebenarnya merupakan langkah terakhir yang 

harus diambil ketika jalur dialog tidak dapat mencapai konsensus bersama dalam 

menuntut adanya keadilan bagi masyarakat. Tuntutan akan keadilan merupakan 
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dasar utama terlaksananya demonstrasi. Demonstrasi dilihat sebagai luapan 

kekecewaan masyarakat terhadap situasi ketidakadilan di mana ketika jalur dialog 

tidak dapat mencapai konsensus bersama. Dialog yang tidak mencapai konsensus 

terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda dari dua kelompok yang dalam 

konteks ini adalah masyarakat dan pemeritah. Perbedaan kepentingan inilah yang 

kemudian disebut konflik. 

Demonstrasi dikatakan sebagai konflik karena demonstrasi merupakan 

ekspresi adanya perbenturan kepentingan politik antara masyarakat dan 

pemerintah. Masyarakat menginginkan perubahan atau keadilan tetapi di sisi lain 

pemerintah tidak menghendaki terjadinya perubahan. Situasi ini kemudian disebut 

sebagai struktur atau hubungan ketidakadilan. 

Berhadapan dengan struktur ketidakadilan ini, demonstrasi hadir sebagai 

instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut pemerintah agar 

berorientasi pada keadilan. Masyarakat menghendaki agar terciptanya kehidupan 

yang adil dan sejahtera. Negara dituntut agar menunjukan sikap responsif dan 

akomodatif terhadap segala persoalan ketiakadilan yang dialami oleh masyarkat. 

Dalam sistem demokrasi, usaha menciptakan keadilan adalah tanggung jawab 

bersama dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemeritah. Bukan sebaliknya 

pemerintah menutup mata terhadap ide keadilan.  

Namun, jika pemerintah tidak menghendaki adanya perubahan seperti 

yang dihendaki oleh masyarakat, maka jalan satu-satunya yang dipakai ialah 

paksaan atau kekerasan. Sekalipun disadari bahwa prinsip tanpa 

kekerasan/nonviolence merupakan ide utama dalam menyelesaikan struktur 

ketidakadilan. Akan tetapi hal ini kemudian menjadi dilema karena tidak mungkin 

masyarakat membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Oleh karena itu, apabila 

kekerasan atau paksaan digunakan dalam upaya membongkar struktur 

ketidakadilan, maka mesti memperhatikan intesitas dan penggunaannya ditarik 

pada taraf sedemikian rendah.  Dengan demikian penggunaan kekerasan atau 

paksaan dalam membongkar struktur ketidakadilan selalu mengadaikan 

kematangan etis yang tinggi. Penggunaan kekerasan hanya dipakai sebagai upaya 

untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah agar mendengarkan tuntutan 

masyarakat. 
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Sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam sejarah peradabannya tidak 

bisa menyangkal peran penting aksi demonstrasi terhadap perkembang demokrasi. 

Misalnya demonstrasi tahun 1998 yang menjadi catatan penting bagi perubahan 

arah demokrasi di Indonesia. Aksi demonstrasi dari masyarakat sipil berhasil 

menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Pemerintahan Soeharto dinilai tidak 

mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam 

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi 

lanjutan dari berhasil tumbangnya rezim Orde Baru ialah masyarakat tidak lagi 

mengalami kebungkaman sipil terutama dalam hak menyatakan pendapat di muka 

umum. Ruang kebebasan terbuka lebar bagi masyarakat. Demonstrasi 

memulihkan nilai-nilai demokrasi.  

Sekalipun demikian, demonstrasi juga memberikan pengaruh yang negatif 

terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Demonstrasi yang dilakukan 

oleh masyarakat sipil tidak hanya diartikan sebagai pengaplikasian hak untuk 

menyatakan pendapat di muka umum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

demokrasi tetapi di satu sisi demonstrasi yang sering terjadi kadang menondai 

nilai-nilai demokrasi. Demonstrasi tidak hanya memberikan penguatan terhadap 

nilai-nilai demokrasi tetapi sebaliknya mencederai nilai demokrasi. Hal inilah 

yang kemudian menjadi catatan evaluatif bagi terlaksananya demonstrasi. 

Beberapa contoh pengaruh negatif dari demonstrasi terhadap demokrasi telah 

dijelaskan pada bagain sebelumnya, yakni adanya anarkisme, perusakan fasiltitas 

umum, vandalisme, terganggunya stabilitas publik hingga berujung pada 

kehilangan nyawa dari para demonstran. Tentu saja pada konteks ini, demonstrasi 

mencederai nilai demokrasi, terutama mengabaikan kebebasan orang lain. Sebab, 

kebebasan merupakan salah satu nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam 

demokrasi. Oleh karena itu, pada konteks ini, disadari bahwa demonstrasi bersifat 

ambivalen. 

Jalan tengah yang diambil ketika demonstrasi menampilkan wajah ganda 

ialah menjadikan Pancasila sebagai sumber yang mengandung nilai-nilai yang 

benar, adil, luhur dan bermartabat dalam mengelolah konflik. Nilai-nilai Pancasila 

merupakan standar keabsahan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Tuntutan akan keadilan dan kesejahteraan dalam Pancasila terutama dalam sila 
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kelima Pancasila harus menjadi dasar yang harus dihayati dan dihidupi oleh 

bangsa Indonesia. Baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.  

Demontrasi mesti menampilkan mentalitas demokratis, yaitu menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokrasi. Mentalis demonstrasi juga mesti lahir dari kesadaran 

agar adanya  kerja sama untuk mencapai kebaikan bersama dan kemampuan untuk 

berkomporomi agar tidak menodai nilai demokrasi.  

Akhirnya demonstrasi bukanlah kekerasan, bukan pula anarkisme yang 

dapat mencederai demokrasi. Aksi demonstrasi dilaksanakan demi kepentingan 

umum dan bukan berdasarkan sentimenal primoridial yang berusaha untuk 

melegalkan misi politik kelompok tertentu. Demonstrasi merupakan gerakan 

bersama yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut keadilan dan 

kesejahteraa di mana ketika pemerintah tidak berorientasi pada keadilan. 

Demonstrasi berfungsi untuk membongkar struktur ketidakadilan yang terjadi 

dalam sistem demokrasi sekaligus serentak memberikan penguatan terhadap nilai-

nilai demokrasi. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Masyarakat Sipil 

Sekali pun demonstrasi merupakan penyampaiaan pendapat di muka 

umum, masyarakat mesti memahami demonstrasi secara komprehensif. Hal utama 

yang paling penting dari demonstrasi ialah penyampaian pendapat dalam rupa 

orasi (dimensi dialogis) dihadapan publik. Segala bentuk aspirasi yang hendak 

disampaikan kepada pemerintah hendaknya disampaikan dengan baik. Demikian 

pun halnya dengan usaha untuk mengkritik jalannya sistem pemerintahan. 

Kritikan yang disampaikan mesti mempertimbangkan etika yang baik dan benar 

dalam menyampaikan kritik. Hal yang dikritik ialah kinerja kerja dari pemerintah, 

bukan sebaliknya mengkritik sesuatu yang bersifat personal dari pemerintah.  Jika 

masyarakat memahami dengan baik esensi dari demonstrasi serta makna kritik 

yang benar maka, demonstrasi akan menjadi wadah yang konstruktif bagi 

perkembangan demokrasi di Indonesia.  
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5.2.2 Bagi Pemerintah 

Pemerintah mesti menjalankan tugasnya dengan baik, terutama 

mengusahakan kesejahteraan umum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah mesti terbuka terhadap suatu 

perubahan. Pemerintah harus berorientasi pada ide keadilan dan menanggalkan 

intere-interese pribadi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah harus mampu 

menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi masyrakat. Pemerintah mesti 

membuka mata terhadap struktur ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga dengan demikian pemerintah mencari solusi yang baik utuk 

keluar dari situasi ketidakadilan yang sedang terjadi. 

Segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat hendak 

diakomodasi oleh pemerintah dan menjadikannya sebagai prioritas utama yang 

harus diusahakan. Dalam negara demokrasi, suara rakyat mendapat posisi yang 

penting. Pemerintah mesti berkerja untuk kepentingan umum. Kiranya jargon 

demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi 

standar normatif bagi pemerintah untuk memposisikan rakyat sebagai yang 

pertama dan utama di balik segala bentuk interese-interese pribadi. Pemerintah 

harus menunjukan sikap yang lebih responsif dan akomodatif terhadap segala 

tuntutan masyakat akan keadilan, kesejahteraan dan berbagai kepentingan umum 

lainnya.  

5.2.3 Bagi Para Aktivis 

Mesti diakui juga bahwa para aktivis memiliki peran yang penting dalam 

mengontrol jalan pemerintahan. Para aktivis bisa juga disebut sebagai penjaga 

gerbang demokrasi agar tidak dimasuki oleh arus yang mencederai nilai-nilai 

demokrasi. Demonstrasi pun tak jarang terjadi karena para aktivis menjalankan 

fungsi dan peran kontrol terhadap segala kebijakan pemerintah dengan baik. Para 

aktivis membaca dan menganalisis situasi politik yang terjadi dan kemudian 

menilainya secara objektif. Oleh karena itu, bagi para aktivis demonstrasi mesti 

dijaga dengan baik agar tidak dipolitisasi oleh kepentingan kelompok tertentu 

yang kemudian menodai nilai-nilai demokrasi.  
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